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Abstract
This study aims to investigate the implementation of performance appraisal of public services in the Village 
Cemorokandang as a form of affirmation of bureaucratic reform. This research method using qualitative 
descriptive through surveys, interviews and distributing questionnaires. The results showed that the 
implementation of performance appraisal of public services in the Village Cemorokandang was successful. 
The performance assessment is done using the Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP has significant impacts 
on the assessment using such as motivation in the competitive performance, namely as a form of motivation 
in the competition’s performance, an objective in its research and targeted who is rated, control the behavior 
of employees and enhancements to the character of the civil state apparatus.

Keywords:

bureaucratic reform; public services; the performance of services; personnel resources.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik di 
Kelurahan Cemorokandang sebagai bentuk dari peneguhan reformasi birokrasi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui survei, wawancara dan penyebaran angket. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik di Kelurahan 
Cemorokandang berjalan dengan baik. Penilaian kinerja yang dilakukan menggunakan Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP). Penilaian menggunakan SKP mempunyai dampak signifikan terhadap 
kualitas kinerja pegawai; yaitu sebagai bentuk motivasi dalam kompetisi kinerja, penilaian secara 
objektif dan tepat sasaran, kontrol terhadap perilaku pegawai dan peningakatan karakter bagi 
aparatur sipil negara.
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Pendahuluan

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 
Transparency International (TI) pada tahun 2011, 
Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception 
Index (CPI) Indonesia berada pada skor 3.0. 
Dengan skor tersebut, Indonesia tergabung 
dengan sebelas negara lain yaitu Argentina, 

Benin, Burkina Faso, Djibouti,  Gabon, 
Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & 
Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia 
menempati posisi 100 dari 183 negara yang 
diukur.  Di kawasan ASEAN, skor Indonesia 
berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia 
dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, 
Laos dan Myanmar skornya lebih rendah 
dari Indonesia. CPI 3.0 tersebut menunjukkan 
bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar 
bagi Indonesia (www.ti.or.id).
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bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan 

kualitas sumber daya aparatus menjadi lebih 

baik dan kompeten dalam bidang pekerjaannya, 

sehingga profesionalitas pekerjaan dapat 

tercapai secara maksimal dan tujuan good 

governance tercapai secara komprehensif. Selain 

itu, reformasi birokrasi berjalan dengan baik 

dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi adalah upaya 

mendasar untuk melakukan perubahan ke 

arah yang lebih baik. Dampak perubahannya 

adalah kepada struktur dan sistem yang ada 

di dalam birokrasi tersebut. Sistem adalah 

kaitan antar unsur atau elemen yang saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan 

struktur berkaitan dengan tatanan secara 

teratur. Perubahannya mencakup sumber daya 

manusia, sarana prasarana, organisasi maupun 

lingkungannya. Oleh karena itu, reformasi 

birokrasi mengikat terhadap sistem dan struktur 

yang ada dalam birokrasi untuk melakukan 

berbagai perubahan secara komprehensif dan 

dinamis sesuai dengan kebutuhan menuju 

tatanan yang lebih baik (Mayahati, dkk. 2014: 

357).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 

penguatan terhadap peningkatan kualitas 

SDM menjadi pertimbangan dasar bagi 

pemerintah. Peraturan dalam undang-undang 

tersebut memberikan pengaruh besar terhadap 

profesionalitas kinerja ASN. Sejak perekrutan 

hingga pemberhentian ASN diatur secara 

gamblang dan memberikan pola dinamisasi 

yang lebih efektif dan efi sien, bahkan untuk 

memberikan reward dan punishment secara 

proporsional dan aplikatif. Penguatan terhadap 

ASN dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 yang didukung oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik dapat dĳ adikan sandaran utama dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Pelayanan publik pada birokrasi Indonesia 

masih terbilang rendah, karena banyaknya 

birokat yang tersandung kasus korupsi, kolusi 

Pemerintah sudah cukup banyak 

melakukan usaha-usaha perbaikan pelayanan 

melalui penilaian kinerja dan penghargaan 

citra pelayanan prima bagi lembaga pemerintah 

yang berprestasi. Sejak 1959 pemerintah 

telah memberlakukan upaya penekanan 

tingkat korupsi melalui mekanisme reward dan 

punishment. Namun pemberian reward kepada 

pegawai yang berprestasi, banyak ditanggapi 

miring karena bentuknya kurang memberikan 

manfaat yang signifi kan dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Sedangkan punishment yang 

merupakan sanksi bagi pegawai semakin tidak 

terkendali setelah diberlakukannya otonomi 

daerah. Hal ini terjadi karena sebagian daerah 

mengalami surplus pegawai dengan beban kerja 

yang semakin sedikit. Banyak pegawai yang 

tidak produktif terkait dengan kinerja serta 

aspek kedisiplinan yang tidak optimal karena 

hanya terbatas pada disiplin administratif dan 

kurang berkolaborasi dengan produktivitas 

serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran 

yang tidak ditindak. (Hasil Laporan Riset Pusat 

Kajian Otonomi Daerah. LAN. 2012).

Kebijakan publik menjadi penting 

bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Kebijakan publik tidak hanya 

aturan dan tata aturan yang berupa tekstual, 

namun harus dipahami bahwa setiap kebĳ akan 

merupakan substansi pekerjaan yang wajib 

diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang 

direncanakan. Kebĳ akan publik mempunyai 

tiga komponen yang menyertainya; yakni: 

formulasi kebijakan, implementasi, dan 

evaluasi kebijakan. Ketiga aspek tersebut 

merupakan prasyarat kebĳ akan publik dalam 

mencapai tujuan organisasi. Komponen-

komponen tersebut harus berjalan secara 

sinergis dan berkesinambungan sebagai 

syarat utama dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan pencapaian good governance. Oleh 

karena itu, kebijakan atas penilaian kinerja 

pelayanan publik menjadi penting dilakukan 

secara profesional karena berimplikasi pada 

mekanisme reward dan punishment. Hal ini 
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dan nepotisme (KKN) menjadi ironi tersendiri 

dalam tatanan pemerintahan Indonesia. 

Pemberantasan terhadap KKN sudah besar-

besaran dilakukan, namun masih saja ada 

sebagian oknum yang terlibat.

 Kebĳ akan publik tidak hanya berproses 

pada tataran wacana, namun juga pada tataran 

implementasi. Selain itu, tahap evaluasi 

kebijakan harus dipenuhi sebagai upaya 

penilaian berhasil atau tidaknya sebuah 

kebĳ akan yang dilaksanakan. Maka dari itu, 

pemahaman terkait tiga komponen kebĳ akan 

publik menjadi penting sebagai standar 

pelaksanaan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah dalam pengambilan keputusan. 

Analisis yang kuat dan memadai menjadi pola 

awal dalam menentukan formulasi. Melalui 

berbagai metode dan rumusan masalah yang 

dibuat, maka akan berimplikasi pada strategi 

dan konsep yang akan dibangun dalam 

formulasi kebĳ akan. Jika formulasi baik, maka 

aspek implementasi akan menjadi kontrol 

penting bagi pemangku kebijakan untuk 

mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. 

Selanjutnya, aspek evaluasi adalah domain 

semua stake holder kebijakan yang akan 

memberikan sebuah nilai atas kebĳ akan yang 

sudah dilakukan. Oleh karena itu keberlanjutan 

kebĳ akan menjadi suatu hal yang diharapkan 

bagi masyarakat.

 Kinerja pelayanan publik yang buruk 

dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain lingkungan, sistem, dan kepemimpinan. 

Lingkungan organisasi yang sehat dan baik, 

akan memberikan dampak pelayanan yang baik 

bagi aparatur negara. Passion dan nyamannya 

lingkungan memberikan dorongan semangat 

untuk bekerja secara baik dan profesional. 

Selain itu sistem dan tatanan organisasi 

sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Reformasi birokrasi memberikan ruang yang 

cukup besar bagi perbaikan terhadap sistem 

birokrasi pada pemerintahan saat ini. Aspek 

penilaian kinerja pelayanan publik menjadi 

indikator penting dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi. Oleh karena itu, sebuah sistem 

yang menjalankan reformasi birokrasi secara 

baik, diharapkan mampu memberi ruang 

berpikir serta iklim kerja yang kondusif untuk 

pegawai tanpa mengesampingkan mekanisme 

reward dan punishment yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 Birokrasi yang ideal adalah birokrasi 

yang memberikan pelayanan yang prima, adil, 

dan baik kepada masyarakat. Menurut Max 

Weber, tipe birokrasi yang ideal dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: (1) pejabat yang 

berwenang menanggalkan jabatannya di luar 

dari pekerjaan selain jabatan yang melekat dalam 

dirinya secara hierarki; (2) jabatan disusun 

sesuai dengan hierarkinya; (3) mempunyai 

fungsi dan tugas yang berbeda dalam jabatan 

hierarki; (4) memberlakukan job description 

dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas 

sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya; 

(5) seleksi secara kompetitif dalam penerimaan 

jabatan sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya; (6) mempunyai hak dasar yang 

diatur sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, misalnya menerima gaji yang layak 

dan pensiun serta hak lainnya yang melekat 

dalam diri jabatannya; (7) pengembangan 

karier jelas berbasis sistem merit; (8) tidak 

dibenarkan dalam menggunakan jabatannya 

untuk kepentingan dirinya sendiri; (9) disiplin 

dalam mengontrol para pejabat (Wakhid, 2011: 

129).

Sementara Islamy (2003), menekankan 

tentang apa yang diyakini oleh Weber bahwa 

salah satu karakteristik bagi masyarakat 

industri adalah merasionalisasikan proses 

sosial dan ekonomi, yaitu perpaduan sarana 

dan tujuan agar dapat dilakukan secara efi sien 

dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. 

Itulah hakikat dari birokrasi yang ideal.1 

Sedangkan pelayanan prima merupakan bentuk 

konkret dari birokrat dalam menjalankan 

1 http://irwannoor.lecture.ub.ac.id/2012/05/
birokrasi-weber/.
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tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara. 

Memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab 

yang wajib dipenuhi oleh aparatur. Salah satu 

unsur dari kepuasan terhadap pelayanan 

bagi masyarakat adalah pelayanan yang baik 

dan prima. Sementara itu, pelayanan yang 

baik adalah pelayanan yang berdasar pada 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Penerima layanan merasa terhormat, nyaman, 

aman, dan tentunya diberikan yang terbaik 

sesuai dengan pelayanan yang diharapkan 

(Sutopo dan Suryanto, 2006: 10).

Pelayanan prima dalam sektor bisnis 

atau swasta bertumpu pada pelanggan, 

sementara dalam sektor publik bertumpu pada 

masyarakat. Pelanggan ataupun masyarakat 

sama-sama menginginkan pelayanan yang 

diberikan secara prima. Orientasi yang harus 

dikedepankan adalah bagaimana memberikan 

pelayanan secara baik terhadap penerima 

layanan. Jika penerima pelayanan merasa 

puas, maka dapat dipastikan bahwa organisasi 

atau lembaga penyedia pelayanan tersebut 

menerapkan standar pelayanan yang prima. 

Selain itu faktor kepemimpinan mempunyai 

peran penting dalam keberhasilan pelayanan 

prima.

 Model kepemimpinan mempunyai 

peran dalam kinerja pegawai. Baik buruknya 

seorang pemimpin, akan berpengaruh 

terhadap hasil kinerja pegawai. Oleh karena itu, 

penting bagi pemimpin untuk meningkatkan 

kualitas dirinya dalam membangun organisasi. 

Kepemimpinan menjadi tonggak keberhasilan 

atas tercapainya reformasi birokrasi yang 

terintegrasi dengan pelayanan publik. 

Tujuannya tentu good governance, seperti yang 

dicontohkan oleh para pemimpin yang telah 

berhasil memberikan pelayanan publik secara 

baik dan berkualitas (Hayat, 2014: 62). Hal 

itu menunjukkan bahwa kinerja pelayanan 

publik berjalan secara baik dan berkualitas, 

baik dari arahan, instrumen, dan kebijakan 

publik dalam rangka peneguhan terhadap 

reformasi birokrasi. Sukses atau tidaknya 

upaya reformasi birokrasi ditentukan oleh 

perilaku kepemimpinan (Bambang Harimurti, 

2013: 18).

Ada keterkaitan yang relevan antara 

kepemimpinan dan reformasi birokrasi. 

Faktor kepemimpinan mempunyai pengaruh 

yang signifi kan dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi. Sebagai bentuk dari kelembagaan 

yang komprehensif, kepemimpinan menjadi 

penting dalam menggalakan pelaksanaan 

reformasi birokrasi. Kepemimpinan yang 

baik dan dinamis mempunyai korelasi 

yang sejalan dalam melakukan perubahan-

perubahan birokrasi, baik secara parsial 

maupun berkelanjutan. Faktor lain yang 

menentukan pentingnya kepemimpinan dalam 

proses reformasi birokrasi adalah adanya 

sinergitas yang tidak dapat dipisahkan antara 

kebutuhan organisasi dengan prinsip-prinsip 

reformasi birokrasi. Terdapat empat hal 

yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagai 

agen perubahan dalam melakukan reformasi 

birokrasi, yaitu (1) memiliki keyakinan bahwa 

ia mampu menjadi motivator dan support dalam 

mengatasi berbagai persoalan dan melakukan 

perubahan; (2) memberikan keteladanan bagi 

aparatur yang lain; (3) bekerja lebih keras dan 

semangat daripada bawahan; dan (4) konsisten 

dan istiqamah dalam melakukan hal-hal yang 

baik (Abubakar, 2013: xvii-xviii).

 Sejalan dengan hal tersebut, secara 

sederhana praktik implementasi reformasi 

birokrasi sesungguhnya mempunyai akselerasi 

jika pemimpin dapat dan mampu menjalankan 

perannya sebagai teladan atau menjadi tumbuh 

kembangnya inspirasi bagi bawahannya untuk 

melakukan perubahan-perubahan yang lebih 

baik (Eko Prasojo, 2013: 5). Reformasi birokrasi 

merupakan sebuah perubahan terhadap diri 

organisasi publik yang diberlakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Konsep reformasi birokrasi merujuk pada 

sebuah perubahan yang lebih baik dan 

berkualitas. Dalam perubahannya, birokrasi 
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memberikan implikasi dan dorongan secara 

aplikatif dalam penyelenggaraan negara 

yang lebih efektif dan efi sien, sehingga good 

governance dapat tercapai secara baik.

Dengan latar belakang masalah tersebut, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, adalah (1) Bagaimana implementasi 

penilaian kinerja sumber daya aparatur 

pelayanan publik?; (2) Apa hambatan dalam 

pelaksanaan penilaian kinerja sumber daya 

aparatur pelayanan publik?; (3) Faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi penilaian kinerja 

sumber daya aparatur pelayanan publik?

Penelitian ini merupakan sebuah upaya 

untuk memberikan dorongan atau motivasi 

bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Selain itu, diharapkan juga 

menjadi motivasi bagi sumber daya aparatur 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui pelaksanaan implementasi 

penilaian kinerja sumber daya aparatur 

pelayanan publik; (2) untuk mengidentifi kasi 

hambatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

sumber daya aparatur pelayanan publik; 

(3) untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi penilaian kinerja sumber daya 

aparatur pelayanan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah metode 

surve i  penel i t ian  untuk  mengetahui 

implementasi dari penilaian kinerja pelayanan 

terhadap sumber daya aparatur pada kelurahan 

Cemorokandang. Kemudian dilakukan analisis 

terhadap proses penilaian kinerja pelayanan 

sebagai preferensi dalam menentukan 

efektivitas dan efisiensi model terhadap 

kompetensi sumber daya aparatur. Selanjutnya, 

dilakukan analisis untuk mengukur dan 

mengidentifi kasi dampak terhadap layanan 

yang diberikan kepada masyarakat.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

wawancara kepada Lurah Cemorokandang 

sebagai pemangku kebijakan terhadap 

penerapan penilaian kinerja pelayanan publik. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan 

memahami penjelasan secara langsung terkait 

dengan proses penilaian kinerja pelayanan 

publik yang diterapkan. Selanjutnya dilakukan 

wawancara kepada pegawai kelurahan sebagai 

penyedia pelayanan. Wawancara kemudian 

dilanjutkan kepada masyarakat sebagai 

barometer dalam melihat dampak yang 

ditimbulkan dari kinerja pelayanan publik.

Pengumpulan data sekunder untuk 

melengkapi data primer sebagai parameter 

menentukan output. Output dari analisis 

pada tahun pertama adalah: (1) implementasi 

penilaian kinerja pelayanan yang sudah 

diterapkan sebagai cara untuk memastikan 

apakah relevan dengan kondisi dan situasi 

keberadan pelayanan; dan (2) rekomendasi 

terhadap penyusunan rancangan model 

asumtif hasil dari pengembangan model yang 

sudah berjalan. Sementara itu, lokasi penelitian 

dilaksanakan di Kelurahan Cemorokandang, 

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

Lokasi ini berada pada perbatasan antara 

Kota Malang dengan Kabupaten Malang, yang 

diapit oleh dua kecamatan, yaitu Kecamatan 

Pakis dan Kecamatan Tumpang. 

Implementasi Penilaian Kinerja Sumber 

Daya Aparatur Pelayanan Publik 

Implementasi penilaian kinerja sumber 

daya aparatur pelayanan publik di Kelurahan 

Cemorokandang mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

PP No. 46 Tahun 2011 pasal 2 dĳ elaskan bahwa 

tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah 

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang 

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karir yang dititikberatkan pada 

sistem prestasi kerja. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pegawai dalam rangka 
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menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

pelayan bagi masyarakat. 

Penilaian kinerja pelayanan publik 

merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja 

aparatur dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat 

(Hayat, 2014). Evaluasi melalui penilaian mampu 

memberikan dampak perbaikan terhadap 

kinerja yang tidak baik menjadi semakin 

baik dan yang sudah bagus ditingkatkan 

menjadi lebih bagus, sehingga peningkatan 

kualitas pelayanan publik terus dilakukan 

dan diupayakan semaksimal mungkin sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Aspek penilaian 

kinerja pelayanan publik juga menjadi kunci 

utama dalam pemberian penghargaan dan 

sanksi terhadap ASN. Hasil wawancara dengan 

pegawai di Kelurahan Cemorokandang:

“ . . . . p en i l a i an  pegawa i  dengan 

menggunakan SKP baru saja diterapkan 

di Kelurahan Cemorokandang. Penilaian 

kinerja pegawai sebelumnya dilakukan 

menggunakan sistem Daft ar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). DP3 

dalam penilaian kinerja pegawai 

masih menggunakan sistem penilaian 

manual yang hanya dinilai dari aspek 

sasaran dan perilaku kerja pegawai. 

Didalamnya belum ada penjelasan detail 

tentang kegitan tugas dan sasaran kerja 

pegawai”(Wawancara dengan Didik 

Purwanto selaku Sekretaris Lurah 

Cemorokandang, tanggal 18 Maret 

2015). 
“. . . . .memang sebelum ada SKP, 
penilaian kinerja pegawai di Kelurahan 
Cemorokandang  menggunakan 
sistem DP3. Penilaiannya langsung 
dilakukan oleh Lurah atau Sekretaris 
Lurah sebagai pejabat penilai sebagai 
atasan langsung. Disamping itu, pada 
penilaian kinerja pegawai sebelumnya, 
tidak dilakukan seperti sekarang yang 
sudah menggunakan finger print 
untuk menilai kedisiplinan pegawai 
sebagai bagian penting dalam proses 

peningkatan kualitas pelayanan publik 
(Wawancara dengan Farida selaku 
Petugas Pelayanan Umum, tanggal 26 
Maret 2015).

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas 

pelayanan publik, aspek penilaian kinerja 

pegawai mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparatur pelayanan publik 

mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat 

bawah. Hal yang disampaikan oleh Sekretaris 

Lurah dan Pelayanan Umum terkait dengan 

pelaksanaan penilaian kinerja sumber daya 

aparatur pelayanan publik merupakan bagian 

kebijakan pemerintah untuk memberikan 

pembinaan secara objektif dan menjadi 

motivasi bagi pegawai untuk berlomba-lomba 

dan bekerja secara profesional. Sumber daya 

aparatur yang profesional dan berkualitas 

memberikan dampak positif  terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Peningkatan kualitas sumber daya 

aparatur menjadi peran sentral dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN menjelaskan bahwa pengembangan 

peningkatan kualitas aparatur sipil negara 

baik PNS (pasal 69) dan PPPK (pasal 102) yaitu 

sebagai dorongan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pemerintahan yang baik dan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

D a l a m  r a n g k a  m e n i n g k a t k a n 

kualitas sumber daya aparatur, Kelurahan 

Cemorokandang mengapresiasi bentuk 

pengawasan dan penilaian kinerja menggunakan 

SKP. Hal ini memberikan dampak positif 

terhadap aspek kinerja pegawai. Begitu 

juga dengan bentuk perhatian pemerintah 

terhadap pegawai dalam rangka meningkatkan 

kualitas kinerja dan kesejahteraan pegawai. 

Pegawai yang rajin dan disiplin akan diberikan 

penghargaan dari apa yang telah dilakukannya, 

namun sebaliknya bagi pegawai yang melanggar 

dari ketentuan akan diberikan sanksi. Meski 

demikian, di Kelurahan Cemorokandang 

belum pernah ada pegawai yang mempunyai 
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track record buruk yang mengakibatkan 

pada pelayanan yang buruk. Ketentuan 

pengawasan bagi Aparatur Sipil Negara secara 

berkelanjutan dilakukan melalui prosedur 

yang telah disepakati dan dirumuskan di awal. 

Bagi pegawai yang melanggar ketentuan akan 

diberikan peringatan melalui lisan dan tulisan. 

Untuk peringatan melalui tulisan juga dibagi 

menjadi tiga tahapan: Surat Peringatan (SP) 1, 

2, dan 3. Apabila sampai SP 3 tetap melakukan 

pelanggaran yang sama, maka akan dilakukan 

pengembalian kepada Badan Kepegawaian 

Daerah selaku pengawas pegawai negeri sipil 

untuk ditindak lanjuti.

Formulir diisi langsung oleh PNS yang 

bersangkutan dan nilai secara langsung oleh 

atasan satu tingkat dari jabatan PNS tersebut 

yang dilakukan secara profesional dan objektif. 

Terdapat tiga formulir dalam penilaian kinerja 

aparatur pelayanan publik di Kelurahan 

Cemorokandang yang mengacu pada Permen 

Nomor 46 tahun 2011, yaitu formulir sasaran 

kerja PNS, penilaian capaian sasaran kerja PNS, 

dan penilaian prestasi kerja PNS. Penilaian 

kinerja PNS sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam hal ini mengambil sampel penilaian 

kinerja pada unit seksi pelayanan umum atas 

nama Faridah Nuryati, SH.

Terdapat beberapa aspek penilaian 

dalam formulir sasaran kerja PNS antara lain 

(1) menerima, meneliti, memilah, mencatat, 

dan mengarsipkan berkas permohonan 

pelayanan; (2) melayani dan memproses 

layanan administrasi kependudukan dan 

surat keterangan penduduk lainnya; (3) 

menerima, memeriksa, mencatat permohonan 

legalisasi surat, berkas dan dokumen sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; (4) melayani 

permohonan pengantar pengurusan SKCK; (5) 

melayani permohonan pengantar penerbitan 

KTP/KK dan keterangan penduduk lainnya; 

(6) menyiapkan, mendistribusikan dan 

menyampaikan informasi terkait pelayanan 

umum kepada pelanggan atau masyarakat; 

(7) mengajukan permohonan pengadaan 

buku-buku administrasi pelayanan umum; 

(8) menyampaikan laporan tertulis maupun 

lisan pelaksanaan tugas kepada atasan secara 

berkala; dan (9) melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Target yang diharapkan dalam satu tahun 

kerja dalam formulir sasaran kerja PNS terdiri 

dari output, mutu, waktu dan biaya. Dalam 

pelaksanaannya di Kelurahan Cemorokandang, 

target yang diharapkan pada Kasie Pelayanan 

Umum output sesuai dengan aspek-aspek yang 

disebutkan di atas. Pada aspek nomor 1 output 

sebanyak 300 berkas, aspek nomor 2 sebanyak 

300 berkas, nomor 3 sebanyak 90 berkas, nomor 

4 sebanyak 90 berkas, nomor 5 sebanyak 120 

berkas, nomor 6 sebanyak 20 berkas, nomor 7 

sebanyak 12 buku, nomor 8 sebanyak 1 laporan, 

dan aspek nomor 9 sebanyak 8 kali melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dari 

9 aspek penilaian sasaran kerja PNS target 

kualitas yang diharapkan rata-rata mempunyai 

nilai kualitas 100. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam penilaian kinerja sumber daya aparatur 

pelayanan di Kelurahan Cemorokandang sangat 

baik. Pembiayaan dalam seksi pelayanan umum 

adalah 0 rupiah. Masyarakat tidak dikenakan 

biaya dalam proses pelayanan pada pelayanan 

umum di Kelurahan Cemorokandang, sehingga 

memberikan kenyamanan dan kebaikan bagi 

masyarakat dalam menerima pelayanan. Hal ini 

menjadi indikator yang baik bagi peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Kelurahan 

Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, 

Kota Malang.

Aspek penilaian kerja di Kelurahan 

Cemorokandang dalam jangka waktu 2 Januari-

31 Desember 2014 tercapai dengan indikator 

baik. Kinerja yang dilaksanakan mencapai target 

yang diharapkan, baik dari segi output, mutu, 

serta waktu pelayanan. Penilaian tahun 2014 

ini menunjukkan angka signifi kan terhadap 

kinerja sumber daya aparatur di kelurahan 

Cemorokandang. Pada aspek penilaian nomor 

1 dengan target 325 dengan realisasi 300 berkas 
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dengan mutu 80, penghitungannya 248,31 dan 

nilai pencapaiannya 82,77. Sedangkan aspek 

penilaian nomor 2 dengan target 315 berkas 

pada tingkat mutu 100 realisasinya adalah 

300 berkas dengan mutu 80 selama 12 bulan 

dengan penghitungan 251,24 dan pencapaian 

83,75. Sementara itu pada penilaian nomor 

3 dengan target 110 berkas dan 100 mutu, 

realisasinya adalah 80 berkas dengan mutu 

80 selama 12 bulan. Penghitungannya adalah 

sebesar 228,73 dengan nilai pencapaian 76,24. 

Sedangkan aspek penilaian nomor 4 terkait 

permohonan SKCK target 120 berkas dengan 

100 mutu selama 12 bulan, realisasinya adalah 

80 berkas dan mutu 80 dengan pencapaian 

74,22 dan penghitungan 222,67. Pada aspek 

penilaian nomor 5, target berkas adalah 130, 

mutu 100. Realisasinya sebanyak 110 berkas 

yang diselesaikan dengan mutu 80 selama 12 

bulan. Tingkat pencapaiannya adalah 80,21 

dengan penghitungan 240,62. Penilaian nomor 

6 adalah target sebanyak 8 kali menyiapkan, 

mendistribusikan dan menyampaikan 

informasi terkait pelayanan umum kepada 

pelanggan atau masyarakat pada realisasinya 

adalah 8 kali juga dengan mutu 85 selama 12 

bulan. Penghitungannya adalah 261,00 dan 

nilai pencapaian sebanyak 87,00. Aspek nomor 

7 yang dinilai adalah dengan target 12 buku 

yang diperoleh dengan mutu 100 selama 12 

bulan, realisasinya adalah mendapatkan 12 

buku tentang pelayanan umum dengan mutu 

80. Nilai pencapaian sebesar 85,33 dengan 

penghitungan 256,00. Aspek nomor 8 adalah 

penyampaian laporan tugas dengan target 

output sebanyak 1 laporan dengan kualitas 

100 selama 12 bulan. Realisasinya adalah 1 

laporan tahunan dengan kualitas 80 dengan 

penghitungan 256,00 dan nilai pencapaian 

85,3. Aspek yang terakhir adalah melaksakan 

tuas lain yang diberikan oleh pimpinan target 

4 kali dengan mutu 100, realisasinya 3 kali 

diberikan tugas lain oleh pimpinan dan mutu 

85 selama 12 bulan. Penghitungannya adalah 

236,00 dengan nilai pencapaian 78,67. 

Nilai capaian SKP bagi pegawai seksi 

pelayanan umum adalah 81,50 dengan katagori 

baik. Penilaian ini dilakukan langsung dari 

seksi pelayanan umum, yaitu kepala seksi 

pelayanan umum. Dari penilaian SKP tersebut, 

maka dibuat pula penilaian prestasi kerja PNS 

dari pejabat yang dinilai, pejabat yang menilai, 

serta dari atasan pejabat yang menilai. Dalam 

hal ini, unsur yang dinilai melingkupi SKP 

81,50 x 60% dengan jumlah 48.90. Penilaian 

prestasi kerja PNS melingkupi SKP dan 

perilaku PNS. Konfigurasi SKP 60 persen 

sementara perilaku 40 persen. Unsur yang 

dinilai dalam penilaian perilaku kerja adalah 

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 

disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 

Penilaian yang didapat terhadap pejabat 

seksi pelayanan umum rata-rata 81.80 dengan 

katagori baik 81.80x40%=32.72. Jumlah SKP 

dan nilai perilaku 48.90+32.72 = 81.62 (baik). 

Kesimpulannya adalah pejabat yang dinilai 

mempunyai kinerja pelayanan yang baik 

dengan kualitas pelayanan yang baik pula. 

Mekanisme penilaian SKP dilihat dari 

aspek kinerja pegawai berdasarkan tugas dan 

fungsinya, sementara nilai perilaku terkait 

dengan kompetensi dan sifat yang melekat 

dalam diri pegawai. Penilaian keduanya 

mempunyai pengaruh yang signifi kan terhadap 

aspek pemberian layanan dan kepuasan 

bagi masyarakat sebagai penerima layanan. 

Kompetensi yang dibuktikan dengan SKP 

pegawai dan sikap yang dinilai dari perilaku 

mempunyai implikasi terhadap profesionalitas 

serta kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian di atas tidak hanya menghasilkan 

sebuah output bagi pejabat yang dinilai, namun 

juga tersedia penghargaan yang diberikan oleh 

pemerintah bagi pegawai yang mempunyai 

nilai kinerja baik, yang dinilai secara material, 

moril maupun penghargaan kenaikan jabatan. 

Beberapa indikator tersebut menjadi motivasi 

bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas 

kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. Fokus peningkatan kualitas pegawai 
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seyogyanya adalah untuk pelayanan yang baik 

dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal 

ini, tercapainya konsep good governance dan 

good government menjadi tujuan akhir.

Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Sumber Daya Aparatur 

Implementasi kebĳ akan penilaian kinerja 

sumber daya manusia aparatur pelayanan 

publik di  Kelurahan Cemorokandang 

dapat disimpulkasn cukup signifikan dan 

berjalan secara baik. Setiap pejabat rata-rata 

mempunyai penilaian yang baik. Namun 

demikian, pelayanan yang baik harus terus 

dikembangkan dan ditingkatkan sesuai 

dengan aspek kebutuhan masyarakat. Bapak 

Dadi selaku Sekretaris Lurah menyatakan 

bahwa peran serta masyarakat Kelurahan 

Cemorokandang masih belum secara maksimal 

terhadap berbagai kebĳ akan-kebĳ akan yang 

dibuat pemerintah, sehingga pelayanan yang 

sudah prima kadangkala terdapat kendala yang 

ditimbulkan oleh lemahnya partisipasi tersebut. 

Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas 

dan kapabilitas pemerintah Kelurahan dalam 

rangka meningkatkan kualitas partisipasi 

masyarakat berkaitan kebĳ akan pemerintah, 

terutama yang berhubungan dengan pelayanan 

bagi masyarakat itu sendiri. 

Pemerintah Kelurahan Cemorokandang 

terus mendorong stakeholders untuk terus 

melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas 

serta partisipasi terhadap berbagai bentuk 

kebijakan dan program yang dijalankan. 

Terlepas dari hal tersebut, setiap kebijakan 

pasti mempunyai hambatan yang dihadapai. 

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah 

Kelurahan Cemorokandang dalam rangka 

pelaksanaan penilaian kinerja sumber daya 

aparatur pelayanan publik, diantaranya 

adalah fi nger print kurang optimal dan kontrol 

masyarakat lemah.

Pertama, penggunaan fi nger print sejatinya 

adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur. 

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas 

kinerja aparatur pelayanan publik, fi nger print 

adalah sebagai instrumen elektronik. Hal itu 

juga menjadi kontrol diri bagi aparatur dalam 

disiplin kerja. Di Kelurahan Cemorokandang 

jadwal kantor adalah pukul 07.30-16.00 WIB. 

Penggunaan fi nger print harus menyesuaikan 

pada waktu masuk dan pulang kantor. Bapak 

Dadi selaku Sekretaris Lurah menyampaikan 

bahwa pelaksanaan fi nger print dilakukan mulai 

pukul 07.30-08.00 WIB.. Ada toleransi selama 

30 menit bagi aparatur yang belum melakukan 

fi nger print. Lewat dari pukul 08.00 WIB maka 

secara otomatis fi nger print tidak aktif. Finger 

print tersebut merupakan bentuk pengawasan 

elektronik. Ketika mengalami gangguan, maka 

secara langsung penggunaannya tidak optimal. 

Penggunaan sistem fi nger print tidak terekam 

di Badan Kepegawaian Daerah sehingga secara 

otomatis tidak dapat dilihat ketika kondisi 

jaringan mati. Begitu juga dengan kontrol 

terhadap fi nger print yang dipasang. Kontrol 

sistem informasi manajemen dari BKD ke 

Kelurahan Cemorokandang tidak otomatis, 

sehingga pendeteksian tidak berjalan secara 

langsung. Ketika ada laporan fi nger print tidak 

berjalan, baru bisa terdeteksi. Penggunaan 

finger print cukup signifikan dan efektif. 

Namun demikian, pada saat mati lampu, 

maka penggunaan fi nger print akan dengan 

sendirinya berhenti, sehingga penilaian kinerja 

terhadap pegawai sedikit terabaikan, karena 

pegawai tidak absen.

Kedua, kontrol masyarakat lemah 

terhadap pelaksanaan kinerja aparatur. Hal 

ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 

masih rendah. Fungsi kontrol masyarakat 

menjadi harapan Kelurahan Cemorokandang. 

Par t i s ipas i  masyarakat  mas ih  lemah 

terhadap aspek kebijakan dan program 

yang disampaikan oleh kelurahan melalui 

RT dan RW. Partisipasi aktif masih belum 

optimal dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi 

masyarakat itu sesungguhnya menjadi kontrol 

bagi aparatur pelayanan publik itu sendiri. 
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Sehingga partisipasi yang maksimal akan 

berdampak pada kinerja aparatur pelayanan.

Lia Rachamawati warga RT 03/RW 

01 mengungkapkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur pelayanan publik di 

Kelurahan Cemorokandang sudah cukup baik. 

Setiap kebĳ akan dan program kerja disampaikan 

secara rutin dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan 

kadang kala mengalami beberapa kendala 

tersendiri. RT dan RW menjadi ujung tombak 

dari peningkatkan peran serta masyarakat. Ketika 

ada pendataan warga, maka hanya RT yang jalan 

sendiri, sehingga sistem  pemerintahan di tingkat 

bawah perlu ditambah dan dimaksimalkan. 

Organisasi RT dan RW harus terus dikembangkan 

dan dibangun melalui kerjasama yang intensif 

antara pemerintahan kelurahan dengan pengurus 

RT dan RW. Sehingga berbagai kebĳ akan dan 

program serta pengawasan dari masyarakat 

terjaga dan berjalan dengan maksimal.

Wiwik warga RT 1/ RW 2 menambahkan 

bahwa pelayanan kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh Kelurahan Cemorokandang 

sudah sangat baik dan berkualitas. Setiap 

mengurus keperluan kependudukan dilayani 

secara baik dan sesuai dengan peraturannya. 

Namun sosialisasi terhadap program kerja dan 

kebĳ akan dari kelurahan kurang berjalan secara 

optimal. Hal itu dipengaruhi oleh kurangnya 

partisipasi aktif masyarakat. 

  

Penilaian Kinerja Sumber Daya Aparatur 

Objektivitas dalam penilaian kinerja 

menjadi salah satu upaya yang dilakukan di 

Kelurahan Cemorokandang. Pada Permen 

No. 46 tahun 2011, ada beberapa penilaian 

SKP yaitu (1) dalam hal kegiatan tugas jabatan 

didukung oleh anggaran maka penilaian 

meliputi aspek biaya; (2) setiap instansi 

menyusun dan menetapkan standar teknis 

kegiatan, sesuai dengan karakteristik, sifat, 

jenis kegaiatan, dan kebutuhan tugas masing-

masing; (3) instansi dalam menyusun standar 

teknis kegaitan dilakukan berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Negara; (4) realisasi kerja 

melebihi dari target maka penilaian SKP 

capaiannya dapat lebih dari 100; (5) apabila 

SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor 

di luar kemampuan pegawai maka penilaian 

didasarkan pada pertimbangan kondisi 

penyebabnya; dan (6) ketentuan lebih lanjut 

dapat di atur dengan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara.

Adanya penilaian kinerja aparatur 

pelayanan publik yang menggunakan konsep 

SKP merupakan bentuk penilaian yang 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

kinerja aparatur pelayanan publik. Hal itu 

juga mejadi motivasi bagi pegawai yang 

masih bekerja secara biasa-biasa. Motivasi 

penghargaan menjadi sumbu semangat bagi 

pegawai untuk bekerja lebih baik. 

Sementara itu sasaran kerja pegawai 

adalah setiap PNS wajib menyusun SKP; SKP 

memuat tugas dan target yang harus dicapai 

dalam waktu yang sudah ditentukan; SKP 

harus mempunyai persetujuan dan ditetapkan 

oleh pejabat penilai; jika tidak disetujui oleh 

pejabat penilai maka keputusannya diserahkan 

kepada atasan pejabat penilai dan bersifat 

fi nal; SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan 

Januari; dan jika terjadi perpindahan pegawai 

setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan 

tanpa menyusun SKP pada awal bulan sesuai 

dengan surat perintah melaksanakan tugas dan 

surat perintah menduduki jabatan. Pegawai 

Kelurahan Cemorokandang lebih semangat 

dengan sistem penilaian SKP. Penggunaan 

sistem ini memberikan dampak positif. 

Aspek perilaku kerja dalam penjelasan 

Permen 46 Tahun 2011 adalah penilaian 

perilaku kerja yang meliputi aspek orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, 

kerjasama dan kepemimpinan. Sedangkan 

pada aspek penilaian kepemimpinan hanya 

dilakukan bagi pegawai yang menduduki 

jabatan struktural. Penilaian perilaku dilakukan 

berdasarkan pengamatan oleh pejabat penilai 
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sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pejabat 

penilai dalam melakukan penilaian harus 

mempertimbangkan masukan dari pejabat 

penilai lain yang setingkat.

Pelaksanaan penilaian kinerja sumber 

daya aparatur pelayanan publik di Kelurahan 

Cemorokandang dengan menggunakan SKP 

bisa berimplikasi terhadap meningkatnya 

kualitas kinerja aparatur. SKP merupakan 

penilaian kinerja yang bersumber dari tugas 

dan tanggung jawab aparatur negara. Selain 

itu, SKP juga menilai perilaku pegawai 

dengan sistem dan ketentuan serta aspek 

penilaian sesuai dengan kebutuhan instansi. 

Penilaian menggunakan SKP di Kelurahan 

Cemorokandang dinilai lebih efektif dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.  

Pegawai lebih semangat dalam meningkatkan 

kinerjanya dan memberikan pelayanan secara 

baik kepada masyarakat. 

Beberapa hasil wawancara di atas 

menunjukkan bahwa penilaian kinerja 

menggunakan SKP memberikan efek positif 

terhadap pegawai. Aspek kedisiplinan dengan 

menggunakan finger print juga dinilai lebih 

efektif dari pada menggunakan absensi 

manual. Sekalipun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa kendala.

Sasaran Kerja Pegawai merupakan 

penilaian yang sangat obyektif dari beberapa 

penilaian yang ada. Di dalam SKP dĳ elaskan 

sangat detail mengenai track record pegawai 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh 

karena itu penilaian pencapaian sasaran kerja 

pegawai dengan jenjang waktu yang sudah 

ditentukan dinilai lebih efektif. Penilaian 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya 

misalnya, didalamnya dĳ elaskan sangat detail 

dari menerima, meneliti dan lain sebagainya. 

Sehingga orientasi dan tujuan dari pelayanan 

umum untuk kepentingan masyarakat dapat 

tercapai dengan baik.

Tujuan dibentuknya konsep penilaian 

kinerja menggunakan SKP adalah untuk 

menciptakan tatanan pemerintahan yang 

lebih baik yang berbasis pada good govenance. 

Dalam konsep good governance, reformasi 

birokrasi menjadi perspektif penting dalam 

pengembangan dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Reformasi birokrasi 

menekankan pada prinsip sistem merituntuk 

menciptakan efisiensi birokrasi. Wasley 

(1991) dalam Sunaryo dan Cicelia (2014: 3) 

mengatakan bahwa dalam konsep merit 

sistem menjadi landasan utama bagi birokrasi 

untuk mengembangkan kemampuan dalam 

melakukan koordinasi menyeluruh untuk 

menyerap kepentingan publik secara kuat dan 

handal. Pandangan tersebut menyimpulkan 

bahwa sistem merit sistem dalam birokrasi  

dengan penerapan affi  rmative action policy adalah 

untuk mengatasi masalah ketidakmerataan 

kapasistas SDM birokrasi di Indonesia. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan 

fungsinya sebagai penyelenggara negara dan 

pelayan bagi masyarakat. Pengembangan 

dan pembangunan manusia harus terus 

dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi 

tatananan pemerintahan yang lebih baik. 

Sementara itu, penilaian terhadap kinerja 

pegawai terus dilakukan dengan berbagai 

kebijakan penyetaraan dan pengembangan 

kapasitasnya. Fungsinya adalah sebagai 

langkah konkret dalam meningkatkan kualitas 

pegawai. Penilaian kinerja sebagai bahan 

evaluasi terhadap pegawai untuk memberikan 

motivasi dan dukungan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Evaluasi pegawai sebagai langkah 

penilaian kinerja pegawai didukung oleh 

Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap 

lembaga negara sesuai dengan kebutuhannya. 

Penyusunan  SOP ditentukan oleh keberadaan 

Standar Minimal Pelayanan (SPM). Hal 

itu juga disesuaikan dengan kebutuhan 

lembaga negara. Mengaplikasikan SOP dengan 

SPM tentunya menjadi tantangan tersendiri 

bagi lembaga pemerintahan, terutama bagi 

pemerintahan kelurahan dengan berbagai 
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keterbatasannya. Kelurahan Cemorokandang 

masih belum nampak SPM-nya, namun SOP 

sudah dilakukan secara terus berkelanjutan. 

SPM adalah ketentuan jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan 

wajib daerah yang berhal diperoleh oleh 

setiap warga negara secara minimal (Pasal 1 

butir 6 PP No. 65 tahun 20015). Fakta yang 

terjadi terkait dengan penyelenggaraan SPM 

sebagai sumber dari pelaksanaan SOP adalah 

masih belum maksimalnya SKPD dalam 

menjalankan kewajibannya melaksankan 15 

pelayanan minimal yang diamanatkan dalam 

peraturan teknis menteri dalam negeri. Hanya 

sebagian kecil saja yang dilakukan. Faktornya 

adalah terjadi pada substansi SPM itu sendiri 

(Suryanto, 2014: 629).

Sementara  i tu ,  Hayat  (2013 :32 ) 

mengungkapkan bahwa good governance adalah 

barometer dari penilaian kinerja pelayan publik. 

Kinerja pegawai yang berkualitas dan kompeten 

akan memberikan dampak yang positif terhadap 

pelayanan yang diberikan. Pegawai selaku 

penyelenggara negara dan pelayan bagi 

masyarakat sejatinya menjalankan kinerjanya 

sebagai sebuah kewajiban. Kinerja aparatur dinilai 

dari apa yang telah dilakukannya. Setiap pegawai 

harus berlomba-lomba dalam menjalankan 

fungsinya. Sesuai dengan ketentuan pada UU 

Nomor 5 tahun 2014, bahwa prestasi pegawai 

harus dibayar oleh penghargaan dan motivasi, 

sementara yang melakukan pelanggaran harus 

diberikan sanksi atau punishment.

Secara prinsip,  penilaian kinerja 

pelayanan publik adalah sejatinya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah 

sebuah keniscayaan bagi pegawai. UU No. 25 

tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan 

dari pelayanan publik, yaitu (1) terwujudnya 

kesetaraan atas hak, kewajiban, tanggung 

jawab dan wewenang penyelenggara negara; 

(2) terciptanya pelayanan publik yang baik dan 

berkualitas; (3) terwujudnya pelayanan publik 

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan (4) terwujudnya 

perlindungan dan kepastian hukum. 

Penilaian kinerja aparatur negara adalah 

untuk menciptakan kualitas pegawai yang baik, 

berkualitas dan profesional. Pelayanan publik 

yang berkualitas tidak serta merta berdiri 

sendiri, tetapi sumber daya manusia harus 

dibangun dan dikembangkan kearah yang 

lebih baik. Pendidikan dan pelatihan sebagai 

aspek utama dalam pengembangan sumber 

daya aparatur. Sumber daya aparatur adalah 

asset lembaga dan pemerintah, bukan sebagai  

produksi, sehingga menjadikan sumber daya 

manusia sebagai hal yang  paling sentral dalam 

lembaga pemerintahan. 

Sumber daya aparatur adalah aset 

organisasi yang menjalankan infrastruktur 

dan sarana prasara organisasi serta sistem 

yang berlaku Hayat (2015: 53). Sumber 

daya manusialah yang menghidupkan 

organisasi. Sarana dan sistem hanyalah alat 

yang dipakai untuk mendukung tercapainya 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

aparatur pelayanan publik melalui penilaian 

kinerja pelayanan. Dengan berpedoman 

pada SOP yang diatur sesuai kebutuhan 

yang bersumber dari SPM. Tentunya menjadi 

harapan bersama bahwa keberadaan penilaian 

kinerja aparatur pelayanan publik adalah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Indikator pelayanan 

yang baik adalah kualitas yang diterima oleh 

masyarakat serta implementasi pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sehingga menciptakan tatanan 

pemerintah yang semakin baik dengan 

kualitas pelayanan yang baik. Pemerintah 

melalui peraturan atau kebĳ akan memberikan 

ruang seluas-luasnya bagi pegawai untuk 

berkompentisi dalam meningkatkan kinerja 

dan pelayanannya. Tujuannya utamanya 

adalah good governance dan good government 

untuk Indonesia yang lebih baik dan 

kemaslahatan bagi masyarakat.
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Kesimpulan

Pelaksanaan penilaian kinerja sumber 

daya aparatur pelayanan di Kelurahan 

Cemorokandang cukup efektif dengan 

menggunakan sistem SKP. Penggunaan SKP 

sebagai pengembangan dari penilaian kinerja  

aparatur yang menggunakan DP3. Dalam 

penggunaan SKP, aspek yang dinilai adalah 

berkaitan dengan tugas, fungsi, tanggungjawab 

dan perilaku  dari masing-masing pegawai. 

Setiap pegawai diwajibakan untuk mengisi SKP 

masing-masing yang dinilai secara langsung 

oleh atasan pegawai.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah 

kelurahan Cemorokandang dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja pelayanan publik adalah 

lemahnya kontrol masyarakat terhadap 

pegawai, banyaknya aspek yang dinilai 

dalam penilaian kinerja aparatur, serta tingkat 

obyektivitas penilaian yang berdampak pada 

like dan dislike atas pegawai yang dinilai. 

Faktor yang mempengaruhi penilaian 

kinerja sumber daya aparatur pelayanan publik 

adalah adanya reward dan  punishment bagi 

pegawai yang mempunyai prestasi kinerja. 

Prestasi kinerja dibuktikan oleh sasaran kerja 

pegawai yang dinilai oleh atasan dengan 

menunjukkan nilai yang diperoleh, target 

yang telah dilakukan dan waktu penyelesaian. 

Semangat dan motivasi pegawai terbangun 

berdasarkan penghargaan yang diterima 

pegawai yang memiliki kinerja baik. Sehingga 

pegawai dengan sendirinya berlomba-lomba 

untuk memberikan pelayanan terbaik serta 

meningkatkan kinerja secara profesional.

Saran yang penulis sampaikan dalam 

penelitian ini terkait dengan penilaian kinerja 

sumber daya aparatur pelayanan publik antara 

lain: (1) meningkatkan kualitas kepemimpinan 

dengan memberikan penekanan terhadap 

aspek pelayanan prima kepada para pegawai. 

Motivasi dan semangat dari pemimpin adalah 

menjadi motivasi dan semangat baru bagi 

pegawai. Menjalankan fungsi kepemimpinan 

secara baik dan profesional; (2) meningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan 

sosialisasi secara masif dan partisipatoris 

dengan mengembangkan RT dan RW secara 

aktif dan kolaboratif; (3) menata sarana dan 

prasana kelurahan sebagai asas kebutuhan 

bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Disertai dengan sistem pemerintahan 

yang berjalan secara baik dan berkualitas. 

Kualitas kinerja pegawai dipengaruhi juga oleh 

lingkungan kerja. Jika lingkungan kerja baik 

dengan infrastruktur yang memadai dan sistem 

yang baik dan adil, dapat dĳ adikan sebagai 

modal peningkatan kualitas kinerja pegawai; (4) 

melakukan berbagai perbaikan dalam rangka 

mendorong reformasi birokrasi di Kelurahan 

Cemorokandang melalui pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai dan melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara baik, berkualitas 

dan profesional.
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